
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) syariah adalah salah satu produk favorit 

dan digemari masyarakat. Karena Kredit Pemilikan Rumah (KPR) syariah lebih aman bagi 

nasabah yang memiliki kepastian besarnya cicilan dengan menggunakan sistem berbasis jual beli 

(murabahah). Artinya konsumen tidak terbebani fluktuatif suku bunga yang terus mengalami 

perubahan. Dengan model pembiayaan syariah, meskipun terjadi peningkatan suku bunga, tidak 

akan menyebabkan kenaikan margin yang diambil bank. Sebab dari awal perjanjian atau akad 

kreditnya sudah menetapkan margin yang diambil bank dan besarnya cicilan yang harus dibayar 

nasabah.  

Jika nasabah membeli rumah lewat KPR syariah, maka hingga jangka waktu pengambilan 

kredit terakhir, besarnya cicilan yang harus dibayar tetap. Dengan prinsip syariah, karena 

perjanjian di depan, maka sampai tenor selesai besarnya cicilan fixed dan tidak ada perubahan. 

Sedangkan pembiayaan KPR secara konvensional ada yang fixed-nya hanya setahun, dua, atau 

tiga tahun. Setelah itu bunga bersifat floating (naik turun) tergantung perkembangan pasar. 

Saat ini setiap bank baik konvensional maupun syariah berusaha berlomba-lomba untuk 

dapat terjun dalam bisnis KPR secara professional. Berbagai macam strategi pemasaran 

dikerahkan agar dapat menjaring nasabah, mulai dari proses pembiayaan yang relatif mudah dan 

cepat, platform yang dapat dikategorikan cukup besar, serta besarnya bunga (pada bank 

konvensional) maupun bagi hasil (pada bank syariah) yang cukup bersaing, tenor pinjaman yang 



 

 

panjang, bahkan sampai proses pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan 

membayar di nasabah itu sendiri. 

Salah satu strategi pemasaran yang dikembangkan oleh bank-bank saat ini adalah dengan 

pengalihan KPR. Di dunia bisnis perbankan dinamakan dengan istilah take over. Menurut buku 

Management Kredit Bank menyatakan bahwa “take over merupakan suatu istilah yang dipakai 

diperbankan dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk 

melunasi hutang/kreditur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur 

sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur awal” 

(http://akuntansi.blogspot.com/2013/09/definisi-dan-mekanisme-takeover.html, Di akses pada 

tanggal 03 Februari 2014, 19:55 WIB).  

Take over KPR adalah pemindahan fasilitas KPR nasabah yang telah berjalan di suatu 

bank ke KPR lain. Proses pemindahan KPR dari satu bank ke bank lainnya sudah lazim 

dilakukan. Yang diambilalih adalah sisa pokok pinjaman nasabah dari bank pemberi KPR 

pertama. Selanjutnya nasabah akan mencicil sisa pokok pinjaman tersebut ke bank yang 

mengambil alih KPR nya. 

Istilah take over dalam ekonomi mempunyai arti pengambilalihan atau akuisisi. 

Sedangkan dalam konsep hukum perdata, pengalihan utang adalah serupa dengan lembaga 

pengambilalihan hutang (schuldoverneming), atau lembaga pelepasan utang-utang atau penjualan 

utang (debt sale), atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor. Dalam hukum 

perdata, dikenal lembaga yang disebut take over dan novasi, yaitu lembaga hukum yang 

memungkinkan terjadinya penggantian kreditor atau debitor (Sutan Remy Sjahdeini, 1999:94). 

Pengalihan hutang dengan subrogasi sesuai dengan Buku III Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1400 sampai dengan Pasal 1403 tentang Take over. Yang 

http://akuntansi.blogspot.com/2013/09/definisi-dan-mekanisme-takeover.html


 

 

menyatakan bahwa take over adalah pemindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang 

membayar kepada kreditor, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang (Subeki 

& Tjitrosudibjo, 2004:353). 

Dalam konteks fiqh muamalah, pengalihan hutang disebut hawalah atau hiwalah. 

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib 

menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari 

muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan muhal ‘alaih atau orang yang berkewajiban 

membayar utang. (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001:126) 

Selain ke sesama bank konvensional dan juga ke sesama bank syariah, take over KPR 

juga bisa dilakukan dari bank konvensional ke bank syariah maupun dari bank syariah ke bank 

konvensional. Dalam perbankan syariah mekanisme ini diatur dalam fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Dalam 

fatwa ini pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari bank atau lembaga 

keuangan konvensional ke bank atau lembaga keuangan syariah.  

Transaksi perpindahan (take over) pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah 

diatur dalam fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Dalam fatwa ini 

disebutkan ada empat alternatif akad yang dapat digunakan, yaitu: 

1. Qard dan murabahah 

2. Syirkah al-milk dan murabahah 

3. Qard dan ijarah 

4. Qard dan IMBT (Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik) 

BRI Syariah Cabang Pembantu Darul‘Amal Surade Kabupaten Sukabumi merupakan 

Bank Syariah di Indonesia yang menggunakan akad Qardh ke Murabahah untuk pengalihan 



 

 

hutang. Mekanisme yang dilakukan oleh BRI Syariah Cabang Pembantu Darul’Amal Surade 

Kabupaten Sukabumi, apabila pada awal transaksi pembiayaan KPR dilakukan di bank 

Konvensional tetapi kemudian pembiayaan yang masih berjalan di bank Konvensional dialihkan 

ke bank syariah. Transaksi akad yang digunakan adalah qardh ke Murabahah.  

Akad pembiayaan take over yang diterapkan BRI Syariah sudah sesuai dengan dengan 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Bahwa 

LKS memberikan qardh kepada nasabah, dengan qardh tersebut nasabah melunasi kreditnya 

kepada LKS lalu asset yang telah dibeli dari LKS tadi menjadi milik nasabah sepenuhnya, lalu 

nasabah menjual asset kepada LKS, dengan hasil penjualannya nasabah melunasi qardhnya 

kepada LKS. Kemudian LKS menjual lagi assetnya kepada nasabah secara murabahah 

(seluruhnya) dengan pembayaran secara cicilan. 

Bai’ al-innah adalah jual beli yang bertujuan untuk menghindari dari hutang dengan riba 

yaitu seseorang menjual suatu barang dengan harga tangguh bayar atau belum diterima, 

kemudian membelinya dengan kontan. Akad jual beli al-innah ini mempunyai kemiripan dengan 

pinjaman tunai dengan jaminan asset pada bank konvensional. Perbedaannya terletak pada 

akadnya. Sedangkan secara fisik nasabah sama-sama memperoleh dana tunai (Ascarya, 

2011:190). 

Mayoritas ulama menyatakan bahwa bai al-innah tidak diperbolehkan karena tergolong 

zari’ah atau hilah untuk melegitimasi riba. Hanafi berpendapat bahwa bai al-innah 

diperbolehkan hanya jika melibatkan pihak ketiga, yang bertindak sebagai perantara antara 

penjual dan pembeli. Mazhab syafi’i dan Zahiri membolehkan bai al-inah dengan alasan suatu 

kontrak di nilai berdasarkan apa yang dinyatakan dan niatnya diserahkan kepada Allah (Veithzal 

Rivai, dkk. 2013:631-632). 



 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Take over Melalui Akad Qardh dan 

Murabahah di BRI Syariah Cabang Pembantu Darul’Amal Surade Kabuptaen Sukabumi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi, yaitu: 

1. Praktek take over di BRI Syariah Cabang Pembantu Darul’Amal Surade Kabupaten 

Sukabumi. 

2. Perjualan kembali asset nasabah BRI Syariah Cabang Pembantu Darul’Amal Surade 

Kabupaten  

3. Pandangan fiqh muamalah  terhadap praktek bai al-innah. 

Dari rumusan masalah diatas dibuktikan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan take over pembiayaan KPR yang menggunakan akad qardh ke 

murabahah di BRI Syariah Cabang Pembantu Darul‘Amal Surade Kabupaten Sukabumi? 

2. Bagaimana ketentuan hukum pengalihan hutang (take over) menurut Fatwa DSN MUI No. 

31/DSN-MUI/VI/2002 di BRI Syariah Cabang Pembantu Darul‘Amal Surade Kabupaten 

Sukabumi ? 

3. Bagaimana hukum pengalihan hutang (take over) menurut fiqh muamalah sebagaimana 

dipraktekkan di BRI Syariah Cabang Pembantu Darul‘Amal Surade Kabupaten Sukabumi 

dengan menggunakan akad Qardh ke murabahah? 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis rumuskan diatas, ada beberapa tujuan 

yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 



 

 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan take over pembiayaan KPR yang menggunakan akad qardh ke 

murabahah di BRI Syariah Cabang Pembantu Darul‘Amal Surade Kabupaten Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui ketentuan hukum pengalihan hutang (Take Over) menurut Fatwa DSN 

MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 di BRI Syariah Cabang Pembantu Darul‘Amal Surade 

Kabupaten Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui hukum pengalihan hutang (Take Over) menurut fiqh muamalah 

sebagaimana dipraktekkan di BRI Syariah Cabang Pembantu Darul‘Amal Surade Kabupaten 

Sukabumi dengan menggunakan akad Qardh ke murabahah? 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Teoritis 

Secara ilmiah, diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan, serta 

menjadi salah satu referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan 

pembiayaan take over. 

2. Praktis 

a. Bagi Penulis 

Secara praktis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai perbankan 

syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad pembiayaan take over. 

b. Bank syariah 

Bagi pihak BRI Syariah, sebagai bahan masukan untuk lebih menjalankannya secara 

profesionally delivered, baik dari segi produk, pelayanan maupun pelaksanaannya sesuai 

prinsip syariah. 



 

 

c. Akademis 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat berguna untuk memberikan sumbangan 

pengetahuan dan referensi bagi  para akademisi mengenai implementasi akad pembiayaan 

take over (take over). 

d. Masyarakat. 

Diharapkan bagi nasabah atau masyarakat, penelitian ini sebagai bahan pertimbangan agar 

lebih selektif dalam memilih take over pembiayaan KPR Syariah dan dapat mengikuti 

semua prosedur yang berlaku dengan baik. 

 

E. Tinjauan Pustaka  

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis 

melihat bahwa masalah pokok dalam penelitian ini masih kurang mendapatkan perhatian untuk 

mengatakan belum pernah diteliti oleh orang lain. Tema tentang pengalihan utang (take over) 

dalam suatu pembiayaan belum banyak dikaji oleh para mahasiswa, namun demikian sudah ada 

beberapa yang membahasnya dalam sebuah skripsi, yang dianggap relevan dengan penelitian ini. 

Pertama, Pelaksanaan Take over Pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP 

Metro Margahayu Bandung tahun 2012 oleh Yuli Lestari jurusan muamalah. Hasil penelitian ini 

adalah pelaksanaan akad take over pada produk gadai emas BSM belum sesuai dengan apa yang 

diterapkan dalam Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah. 

Ketidaksesuaian terdapat pada ketentuan umum rukun dan syarat, dalam hawalah pada point ke 

empat, yaitu “Hawalah harus dilakukan dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal dan muhal 

‘alaih yang mencakup rukun dan syarat hawalah, dimana salah satu pihak yang bersangkutan 

tidak mengetahui adanya transaksi take over/hawalah (pengalihan hutang). Alasan bank dalam 



 

 

ketentuan tersebut untuk menjaga hubungan harmonis antara pihak-pihak BSM, nasabah yang 

meng-hawalah-kan dengan pihak yang menerima hawalah (Yuli Lestari, 2012:64). 

Kedua, Pengalihan piutang pada Bilyet Giro dengan Menggunakan Akad Hawalah 

(pengalihan hutang) di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung tahun 2012 oleh Rahmat 

Hidayat Jurusan Muamalah. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan pengalihan piutang pada 

bilyet giro dengan akad hawalah di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung termasuk ke 

dalam hawalah Muqayyadah dimana dalam pelaksanaannya tidak adanya kesepakatan dan 

persetujuan dari para pihak yaitu tidak terlibatnya pihak yang berhutang (penerbit bilyet giro) 

dan terjadinya ketidakseimbangan piutang yang dialihkan ke dana tunai dan cara perolehan fee 

yang dilakukan bank masih mengandung unsur ketidakpastian. Hal ini menunjukkan 

ketidaksesuaian dengan fiqh Muamalah dan ketentuan fatwa No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang 

Hawalah Bil Ujrah (Rahmad Hidayat, 2012:76). 

Ketiga, Penetapan Ujrah pada Produk Pembiayaan Alih Hutang di BSM Cabang Cianjur 

tahun 2012 oleh Mochamad Akbarulloh jurusan Muamalah. Hasil Penelitian ini adalah 

penetapan ujrah pada produk pembiayaan alih hutang di BSM Kantor Cabang Cianjur tidak 

sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang hawalah Wal-Ujrah. Karena 

tidak adanya pemberitahuan penetapan ujrah kepada nasabah yang dituangkan dalam kontrak 

akad, sedangkan dalam fatwa DSN MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang hawalah wal-ujrah 

yaitu dimana point ketiga “besarnya ujrah/fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara 

jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak-pihak (Moch. Akbarullah, 2012: 63). 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penulis merumuskan bahwa penelitian yang penulis 

teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya walaupun pengambilan temanya suatu pembahasan 



 

 

sama yaitu mengenai Take over/hawalah (pengalihan hutang). Sedangkan perbedaannya terdapat 

pada pengambilan masalah, tempat penelitian yang di ambil oleh penulis. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Muamalah diartikan sebagai hukum yang mengatur lalu lintas hubungan antar perorangan 

atau pihak menyangkut harta, terutama perikatan, jual beli dan pemindahan utang. Transaksi 

muamalah harus sesuai dengan prinsip dan asas-asas fiqh muamalah agar setiap kegiatan yang 

berhubungan dengan muamalah dianggap halal dan sesuai dengan ketentuan syariah. 

Yadi Janwari (2005:130), mengemukakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam fiqh 

muamalah, yaitu sebagai berikut: Al-ashl fi al-muamalah al ibahah hatta yaquma al-dalil ‘ala al-

tahrimiha (Pada asalnya muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang 

mengharamkannya). Antaradhin (Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka). 

Jalb al-mashalih wa dar’u al mafasid (Muamalah yang dilakukan hendaknya mendapatkan 

maslahat dan menolak kemudharatan). Dalam muamalah itu terlepas dari unsur gharar, 

kezhaliman dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara’. 

Menurut Juhaya. S Praja (1995:113-114), asas-asas yang terdapat dalam fiqh muamalah, 

yaitu sebagai berikut: asas taba’dulul Mana’fi (memberikan keuntungan dan manfaat bersama 

bagi pihak-pihak yang terlibat), asas Pemerataan, (penerapan prinsip keadilan secara merata 

diantara masyarakat baik kaya maupun miskin), asas ‘Antara’din (suka sama suka), asas 

Addamul Gharar, (tidak boleh ada gharar), asas al-birr wa al-taqwa (mencari kebajikan 

ketakwaan), dan asas musyarakah (kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan 

saja bagi pihak yang terlibat maupun bagi keseluruhan masyarakat manusia). 



 

 

Bank BRI Syariah Cabang pembantu Darul’Amal Surade yang merupakan lembaga 

keuangan syariah dan telah melaksanakan pemindahan utang (take over/hawalah) pada 

pembiayaan KPR Syariah kepada nasabahnya yang menginginkan pemindahan utang, yang mana 

pihak BRI Syariah membantu nasabah yang dalam kesulitan atas hutangnya kepada yang lain. 

Dengan itu Bank BRI Syariah membantu menghilangkan kemudharatan/kesulitan dengan 

menyediakan fasilitas take over (pengalihan hutang) yang menggunakan akad qardh dan 

murabahah.  

Dalam prakteknya bank memberikan pinjaman dana berupa akad qardh kepada nasabah 

yang bertujuan untuk melunasi hutang yang ada di bank konvensional. Dengan demikian, asset 

yang dibeli secara kredit sudah menjadi milik nasabah sepenuhnya. Berikutnya nasabah menjual 

assetnya kepada BRI Syariah, dengan hasil penjualannya nasabah bisa melunasi qardhnya 

kepada BRI Syariah. Kemudian BRI Syariah menjual asset yang sudah menjadi miliknya kepada 

nasabah dengan pembayaran secara murabahah atau pembayaran dengan cicilan. 

Gambar 1.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  
 

1. Nasabah mengajukan permohonan 

2. Mengeluarkan Qardh 

4. nasabah menjual asset ke bank untuk Qardh 

5. UMS Bank Syariah menjual kembali asset ke nasabah dengan 
Margin dan nasabah menandatangani akad murabahah 

 
3. Nasabah melunasi hutangnya 
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Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, dapat dirumuskan bahwa jika BRI Syariah 

memberikan pengalihan utang (hiwalah) pembiayaan KPR Syariah melalui akad qardh dan 

murabahah sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas akad dalam bermuamalah, maka hal 

tersebut dibolehkan oleh syara’ karena dapat memberikan keuntungan baik kepada nasabah 

maupun bank syariah itu sendiri. Tetapi apabila praktek yang dilakukan BRI Syariah dalam 

pengalihan hutang dengan adanya pura-pura belaka atau adanya tipu daya yang bisa 

menghalalkan yang haram maka praktek tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-

asas fiqh muamalah yang diperbolehkan oleh syara’. Maka itu pengalihan hutang menggunakan 

qardh dan murabahah akan dikaji ke dalam hukum fiqh muamalah. 

G. Langkah-langkah Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui seluk beluk sesuatu 

dengan adanya suatu masalah yang memerlukan jawaban dan pembuktiannya. Penelitian ini 

menjadi wahana pengujian tentang keshahihan dan keterandalan berbagai unsur pengetahuan 

ilmiah, terutama unsur informasi, yang dialihkan dalam kegiatan belajar mengajar (Cik Hasan 

Bisri, 2004:23).  

 

1. Metode penelitian 

Dalam menentukan metode penelitian penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

analisis. Yaitu penulis menggambarkan permasalahan tentang qardh dan murabahah di BRI 

Syariah Cabang Pembantu Darul’Amal Surade untuk pembiayaan Take Over. Proses analisa 

dimulai dari membaca, mempelajari dan menelaah data yang didapat secara seksama, selanjutnya 



 

 

dari proses analisa tersebut penulis mengambil kesimpulan dari masalah yang bersifat umum 

kepada masalah yang bersifat khusus. 

 

2. Lokasi dan waktu penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pembantu 

Darul‘Amal Surade Kabupaten Sukabumi Jl. Raya Cikaso Kp. Selajati Desa Bojong Genteng 

Kecamatan Jampangkulon kabupaten Sukabumi. Penelitian ini dimulai pada bulan Januari dan 

bulan Juni 2014. 

 

 

3. Jenis data penelitian 

Jenis data penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif yang bertujuan 

untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Penelitian dibedakan antara data yang 

diperoleh secara langsung dari pihak bank dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh dari 

pihak bank disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut data 

sekunder. Adapun jenis data penelitian ini adalah: 

a. Data tentang pelaksanaan take over (take over) pembiayaan KPR dengan menggunakan akad 

qardh dan murabahah di BRI Syariah Cabang Pembantu Darul‘Amal Surade Kabupaten 

Sukabumi, menggunakan data primer melalui wawancara langsung dengan Bapak April 

bagian supervisor brach operation, Bapak Agus bagian unit financing officer dan Bapak Hijri 

bagian marketing pada relationship officer.  

b. Data tentang hukum fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pengalihan hutang di BRI Syariah 

Cabang Pembantu Darul‘Amal Surade Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan akad 



 

 

Qardh ke murabahah, menggunakan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang 

meliputi draf akad take over, pedoman pemberian pembiayaan mikro, Fatwa DSN MUI dan 

beberapa literatur mengenai fiqh muamalah. 

 

4. Sumber data 

Sember data dalam penelitian ini ada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber 

data sekunder. 

Data primer penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Bank BRI Syariah Cabang Pembantu 

Darul’Amal Surade Kabupaten Sukabumi. 

b. Pedoman pemberian pembiayaan mikro PT. Bank BRISyariah dalam ketentuan take over 

pembiayaan. 

c. Brosur-brosur produk dan pembiayaan BRISyariah 

Data sekundernya diperoleh dari data penunjang yang berkaitan dengan penelitian seperti 

referensi buku, jurnal dan lain sebagainya, yaitu sebagai berikut: 

a. Hukum islam berdasarkan ketentuan kurikulum konsorsium ilmu hukum (Abdul Djamil), 

b. Pedoman umum lembaga keuangan syariah (Ahmad Fahmi Sholihin), 

c. Akad dan produk bank syariah (Ascarya), 

d. Fiqh Muamalah (Ahmad Wardi Muslich), 

e. Fikih muamalah klasik dan kontemprorer, hukum perjanjan, ekonomi, bisnis dan sosial 

(ismail nawawi), 

f. Hukum perjanjian syariah, studi tentang teori akad dalam fikih muamalah (syamsul anwar), 

g. Fiqh jual beli, panduan praktis bisnis syariah (Syekh abdurrahman as-Sa’di) 



 

 

h. Fiqh sunah (sayyid sabiq), 

i. Islamic banking and finance, dari teori kepraktek bank dan lembaga keuangan sebagai solusi 

dan bukan alternatif (Veitzal Rivai, dkk), 

j. Fiqh islam wa adillatuhu (Wahbah Az-Zuhaili), 

k. Fatwa DSN MUI, dan lain sebagainya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (Imam Gunawan, 

2013:143-144). Penulis menggunakan observasi dengan pengamatan secara langsung ke lokasi 

penelitian pada bulan Januari dan bulan Juni yang bertempat di BRI Syariah Cabang Pembantu 

Darul‘Amal Surade Kabupaten Sukabumi ke bagian supervisor brach operation dan bagian 

marketing pada unit financing officer dan relationship officer guna memperoleh data konkret 

tentang hal-hal yang menjadi objek penelitian melalui pemilihan data, pencatatan dan sebagainya 

dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas mengenai faktual yang terjadi. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (face to face) antara 

pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee) tentang masalah yang diteliti, 

dimana pewawancara bermaksud memperoleh perspeksi, sikap dan pola pikir dari yang 

diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti (Imam Gunawan, 2013:162). 



 

 

Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak berstruktur ketat, tidak dalam 

suasana formal dan dapat dilakukan berulang pada informan yang sama. Sebelum melakukan 

wawancara, penulis meminta waktu terlebih dahulu kapan bisa melakukan wawancara sehingga 

data yang diperoleh akan lebih lengkap dan valid. Dengan ini penulis melakukan wawancara 

dilakukan pada bulan Januari dan bulan Juni 2014 dengan Bapak April pada bagian supervisor 

brach operation, Bapak Agus bagian unit financing officer dan Bapak Hijri pada bagian 

marketing relationship officer BRI Syariah Cabang Pembantu Darul‘Amal Surade Kabupaten 

Sukabumi. 

c. Studi kepustakaan dan Dokumentasi 

Penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan membaca literatur-literatur berupa 

text book, internet, brosur, majalah dan literatur yang mengenai perbankan syariah dan fiqh 

muamalah yang berhubungan dengan topik skripsi. Langkah dalam melaksanakan studi 

kepustakaan ini dengan cara membaca, mengutip, untuk menganalisa dan merumuskan hal-hal 

yang dianggap perlu dalam memenuhi data penelitian. 

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik 

berupa sumber tertulis, film, gambar (foto) dan karya-karya monumental yang semuanya itu 

memberikan informasi bagi proses penelitian (Imam Gunawan, 2013:178). Pengumpulan data 

dengan cara mengumpulkan data-data atau informasi yang diperoleh dari dokumentasi yang ada 

pada BRI Syariah Cabang Pembantu Surade yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti 

Pedoman Pemberian Pembiayaan Mikro mengenai take over pembiayaan, Prosedur Pembiayaan 

KPR Syariah, Brosur-brosur BRI Syariah dan lain sebagainya yang dapat mendukung dan 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

 



 

 

6. Analisis data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data 

ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013:428). Berikut ini, tahapan-tahapan 

dalam melakukan analisis data, yaitu sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai aplikasi pembiayaan take over (pengalihan 

hutang) dan akad qardh ke murabahah di BRI Syariah Cabang Pembantu Darul‘Amal Surade 

Kabupaten Sukabumi; 

b. Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul, sesuai dengan masalah atau sub kategori yang 

diteliti; 

c. Menelaah dan menafsirkan data secara deduktif dan induktif; 

d. Menarik kesimpulan. 

 


